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RINGKASAN

Perkembangan hubungan kemitraan dalam praktik ekonomi modern di Indonesia
telah menghadirkan dinamika baru dalam struktur relasi kerja. Model kemitraan
yang berkembang, khususnya pada sektor berbasis digital dan jasa, sering kali
menempatkan para pihak dalam posisi yang secara formal bukan hubungan kerja,
namun secara substantif menunjukkan adanya integrasi kegiatan, kontrol
operasional, serta ketergantungan ekonomi yang signifikan. Dalam konteks
tersebut, muncul persoalan mengenai kepastian hukum pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) sebagai hak kesejahteraan periodik yang selama ini secara
normatif diatur dalam kerangka hubungan kerja. Regulasi THR secara eksplisit
diperuntukkan bagi pekerja yang terikat perjanjian kerja, sehingga hubungan
kemitraan berada dalam wilayah abu-abu normatif. Kondisi ini menimbulkan
ketidakpastian hukum, baik bagi mitra yang secara ekonomi bergantung pada
pemberi kemitraan maupun bagi pelaku usaha yang menghadapi risiko interpretasi
hukum yang berbeda-beda. Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan
perlindungan kesejahteraan serta mengganggu stabilitas hubungan ekonomi. Oleh
karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis
kepastian hukum pembayaran THR dalam hubungan kemitraan serta merumuskan
konstruksi hukum yang ideal untuk menjamin perlindungan yang adil dan
seimbang.

Penelitian 1ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum
pembayaran THR dalam hubungan kemitraan di Indonesia saat ini serta
merumuskan konstruksi hukum yang ideal guna menjamin kepastian dan
perlindungan hukum secara berkelanjutan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan
memberikan kontribusi dalam pengembangan doktrin hukum ketenagakerjaan dan
hukum perikatan, khususnya dalam menjawab perkembangan bentuk hubungan
kerja non-standar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi
bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan
responsif terhadap dinamika kemitraan modern. Penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan mitra dalam memahami batas
kewajiban kesejahteraan, sehingga tercipta hubungan kemitraan yang lebih
transparan, stabil, dan berkeadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat
preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan menelaah peraturan mengenai THR dan hubungan kerja,
termasuk ketentuan mengenai hubungan kemitraan dalam berbagai sektor.



Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum dan teori
perlindungan hukum sebagai landasan analisis. Pendekatan analitis dilakukan untuk
menilai kesesuaian antara norma yang berlaku dengan realitas hubungan kemitraan.
Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta
bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif
melalui penalaran deduktif untuk merumuskan konstruksi hukum yang ideal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pembayaran THR dalam
hubungan kemitraan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya terjamin karena
pengaturan THR masih berorientasi pada hubungan kerja formal. Hubungan
kemitraan yang secara substantif memenuhi unsur integrasi kerja, kontrol, dan
ketergantungan ekonomi belum diatur secara eksplisit dalam kaitannya dengan
kewajiban kesejahteraan periodik. Kondisi tersebut menimbulkan ruang interpretasi
yang beragam serta potensi ketidakseragaman penerapan. Konstruksi hukum yang
ideal untuk menjamin kepastian pembayaran THR dalam hubungan kemitraan
harus dibangun melalui penegasan indikator substantif yang menentukan kapan
hubungan kemitraan melahirkan kewajiban kesejahteraan. Regulasi perlu memuat
definisi operasional yang jelas, mekanisme perhitungan yang proporsional, serta
sistem pengawasan yang konsisten. Integrasi prinsip kepastian hukum dan prinsip
perlindungan hukum menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Dengan konstruksi hukum yang jelas dan adaptif, kepastian pembayaran THR
dalam hubungan kemitraan dapat terwujud secara efektif, sekaligus menjaga
keseimbangan antara fleksibilitas ekonomi dan perlindungan sosial dalam kerangka
negara hukum kesejahteraan.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tunjangan Hari Raya, Hubungan
Kemitraan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) dalam hubungan kemitraan serta merumuskan
konstruksi hukum yang ideal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum
bagi para pihak. Penelitian ini berguna secara teoritis dalam pengembangan hukum
ketenagakerjaan dan hukum perikatan, serta secara praktis sebagai rekomendasi
kebijakan bagi pembentuk regulasi. Metode yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan sifat preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum pembayaran THR dalam
hubungan kemitraan belum sepenuhnya terjamin. Regulasi THR masih dirumuskan
dalam kerangka hubungan kerja formal yang mensyaratkan unsur pekerjaan, upah,
dan perintah. Hubungan kemitraan secara normatif berada dalam ranah perdata dan
tidak secara eksplisit melahirkan kewajiban pembayaran THR. Namun, dalam
praktik, terdapat hubungan kemitraan yang secara substantif memenuhi
karakteristik hubungan kerja, seperti adanya integrasi kegiatan, kontrol operasional,
serta ketergantungan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan norma dan
potensi perbedaan penafsiran.

Konstruksi hukum yang ideal harus dibangun melalui pendekatan substantif dengan
menetapkan indikator objektif yang menentukan kapan hubungan kemitraan
melahirkan kewajiban kesejahteraan minimum, termasuk THR. Regulasi perlu
memuat definisi operasional yang jelas, mekanisme perhitungan yang proporsional,
serta sistem pengawasan yang konsisten. Integrasi prinsip kepastian hukum dan
perlindungan hukum menjadi dasar utama untuk menjamin kepastian pembayaran
THR dalam hubungan kemitraan secara adil dan berkelanjutan.
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ABSTRACT
Keywords: Legal Certainty, Religious Holiday Allowance, Partnership Relations.

The research aims to analyze the legal certainty of Religious Holiday Allowance
(THR) payment in partnership relations and to formulate an ideal legal
construction to ensure legal certainty and legal protection for the parties involved.
The study contributes theoretically to the development of labor law and contract
law, and practically provides policy recommendations for regulatory reform. This
research employs normative legal research with a prescriptive nature through
statutory, conceptual, and analytical approaches.

The findings indicate that legal certainty regarding THR payment in partnership
relations has not been fully guaranteed. Existing THR regulations are structured
within the framework of formal employment relationships that require elements of
work, wages, and authority. Partnership relations are normatively categorized
under civil law and do not explicitly generate the obligation to provide THR.
However, in practice, certain partnership arrangements demonstrate substantive
characteristics of employment relationships, including work integration,
operational control, and economic dependency. This situation creates normative
ambiguity and inconsistent interpretation.

An ideal legal construction should adopt a substantive approach by establishing
objective indicators that determine when a partnership relationship gives rise to
minimum welfare obligations, including THR. Regulations must provide clear
operational definitions, proportional calculation mechanisms, and consistent
supervisory systems. The integration of the principles of legal certainty and legal
protection constitutes the primary foundation for ensuring fair and sustainable
THR payment within partnership relations.
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